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Ringkasan Eksekutif 
(Executive Summary)

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga menimbulkan ancaman baru berupa penyebaran paham radikal, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem deteksi dini yang cepat, akurat, dan kolaboratif di tingkat daerah. Proyek perubahan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang sebagai bentuk inovasi dalam memperkuat kewaspadaan dini melalui pengembangan sistem SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISASI, yang merupakan revolusi deteksi dini berbasis Pentahelix. Inovasi ini menggunakan Google Formulir sebagai instrumen utama dalam menjaring informasi lapangan secara real time, yang kemudian dianalisis oleh tim efektif Kesbangpol dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk ditindaklanjuti bersama unsur terkait seperti Polres, Kodim, BIN Daerah, dan Kejaksaan.Pelaksanaan proyek ini melibatkan sinergi Pentahelix — unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan dunia usaha (swasta) — guna mewujudkan sistem deteksi dini yang partisipatif, transparan, dan responsif. Proyek ini juga dilengkapi dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pembentukan tim efektif lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi.
Hasil dari pelaksanaan proyek menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan potensi konflik, hoaks, dan radikalisme, serta terbangunnya mekanisme koordinasi cepat antarinstansi dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, proyek ini berhasil menciptakan model deteksi dini digital sederhana namun efektif yang dapat direplikasi di daerah lain.Dengan terwujudnya sistem SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISASI, Kesbangpol Kabupaten Kepahiang berhasil menginisiasi perubahan strategis dalam tata kelola kewaspadaan daerah. Inovasi ini memperkuat fungsi pencegahan dan memperluas jejaring kolaborasi sosial dalam rangka menjaga ketahanan ideologi, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kata Kunci  : SIGAP TERPADU, Radikalisasi, Deteksi Dini, Pentahelix
BAB I
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah Kabupaten Kepahiang. Lembaga ini menjadi garda terdepan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan harmonis, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Kesbangpol Kabupaten Kepahiang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan dinamika politik di tingkat lokal.

Melalui berbagai program dan kegiatan, Kesbangpol Kepahiang berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebangsaan, memperkuat toleransi antarumat beragama, serta mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Selain itu, Kesbangpol juga berperan aktif dalam memfasilitasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada agar berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Dalam menjalankan fungsinya, Kesbangpol Kabupaten Kepahiang senantiasa membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun unsur organisasi masyarakat. Melalui kerja sama yang erat, Kesbangpol berkomitmen untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat ketahanan daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas daerah melalui upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban dan keutuhan bangsa. Berbagai dinamika sosial dan politik yang muncul di tengah masyarakat, seperti ketegangan antar kelompok, penyebaran informasi hoaks, potensi konflik horizontal, paham radikal, serta gejolak politik, menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas Kesbangpol di daerah.
Dalam menjalankan fungsinya, Kesbangpol senantiasa melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi kerawanan sosial dan politik melalui koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, seperti forum-forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), forum kerukunan umat beragama (FKUB), serta aparat keamanan. Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, Kesbangpol berupaya memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat, menumbuhkan toleransi, dan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman. Dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab yang tinggi, Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang terus berupaya menjadi motor penggerak dalam memperkokoh persatuan, menumbuhkan kesadaran politik yang sehat, dan membangun masyarakat Kepahiang yang damai, cerdas, dan berkarakter kebangsaan yang kuat. Dalam menghadapi ancaman yang ada, Kesbangpol berperan penting sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dini dan pembinaan ideologi kebangsaan. Melalui program pembinaan wawasan kebangsaan, dialog lintas agama, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, serta penguatan moderasi beragama, Kesbangpol berupaya menanamkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh paham radikal.
Radikalisme sering kali berawal dari penyebaran ide yang menolak perbedaan, menanamkan kebencian terhadap kelompok lain, dan menolak prinsip demokrasi. Kondisi ini diperparah oleh penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, yang dapat memicu perpecahan dan menumbuhkan rasa curiga di tengah masyarakat. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat berkembang menjadi konflik sosial, bahkan aksi kekerasan yang mengancam ketertiban umum. Hal ini melatarbelakangi project leader untuk melakukan inovasi dalam rangka pencegahan tindakan radikalisme, penyebaran hoaks dan perbuatan yang dapat memecah belah bangsa lainnya. Maka lahirlah inisiatif SIGAP TERPADU sebagai upaya sistematis dalam menghadirkan platform deteksi dini berbasis pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama..

B. Tujuan Proyek Perubahan
Tujuan dari proyek perubahan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
1. Tujuan Jangka Pendek selama 2 (dua) bulan untuk menyusun sistem deteksi dini dengan memanfaatkan media online.
2. Tujuan Jangka Menengah selama 6 (enam) bulan untuk membangun kolaborasi pentahelix dalam pencegahan konflik.
3. Tujuan Jangka Panjang selama 1 (satu)  tahun untuk meningkatkan literasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan paham radikalisme dan penyebaran hoaks.

C. Manfaat Proyek Perubahan
Proyek ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak, yaitu:
1. Bagi Peserta selaku Project Leader mendapat tambahan ilmu, pengetahuan, keterampilan serta perubahan pola pikir dan sikap menjadi lebih evaluatif dan reflektif diri untuk selalu bekerja bekerja berdasarkan jiwa/roh berintegritas dan raga/jasmani demi keutuhan bangsa dan negara.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang :
a. Menanamkan jiwa nasionalisme dalam bekerja dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
b. Mengurangi risiko pegawai dalam terpapar hoaks
c. Penguatan Integritas: Budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan profesionalisme akan menekan potensi paham radikal

3. Bagi OPD:
a. Kinerja Lebih Baik: Peningkatan kompetensi ASN akan secara langsung berdampak pada produktivitas dan kualitas layanan.
b. Kolaborasi yang Efektif: dengan menggunakan sistem pentahelix, maka kolaborasi OPD dan stakeholder akan sekamin erat.
c. Manajemen Memberikan pengambilan keputusan yang berbasis data real-time, sehingga lebih tepat sasaran.
4. Bagi masyarakat :
a. Mengetahui kekuatan dan kualitas ideologi Pancasila ASN sehingga meningkatkan pelayanan;
b. Menerima dampak yang baik dari kebijakan yang efektif dan akuntabel;
c. Meningkatkan literasi, partisipasi publik, dan kapasitas SDM di daerah rawan konflik.
d. [bookmark: _Hlk211850123]Meningkatnya Mempercepat deteksi dan respons terhadap potensi konflik sosial-politik, hoaks, serta radikalisasi;
5. Bagi Pemerintah Pusat : meningkatkan nilai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
Ruang lingkup proyek ini mengintegrasikan aspek utama sebagai substansi inovasi budaya literasi  dan wilayah kerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelajar, ASN, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh agama mengenai nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan semangat kebhinekaan untuk memperkuat daya tangkal terhadap pengaruh paham radikal.
2. Peningkatan Literasi Digital dan Informasi Publik
Membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda radikal di media sosial melalui pelatihan literasi digital, kampanye damai, dan publikasi konten positif kebangsaan.
3. Penguatan Peran Forum dan Jejaring Sosial Masyarakat
Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat dan pemuda dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham radikal di lingkungan masing-masing.
4. Pengembangan Sistem Deteksi dan Cegah Dini
Membangun mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pelaporan yang efektif antarinstansi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi ancaman radikalisme secara cepat dan tepat.
5. Kolaborasi Lintas Sektor
Melibatkan berbagai pihak — seperti lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, TNI, serta lembaga keagamaan — dalam kegiatan dialog kebangsaan, sosialisasi moderasi beragama, serta pembinaan nilai-nilai toleransi.
E. Analisa Masalah
1. Deskripsi Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang penulisan proyek perubahan ini maka muncul permalasahan kurangnya upaya sistematis dalam pencegahan  dan deteksi isu radikalisme pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang yang kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi fenomena permasalahan tersebut sebagai berikut : 
a. Mekanisme identifikasi potensi radikalisme di masyarakat belum terintegrasi dengan baik antar instansi.
b. Data dan informasi terkait aktivitas atau indikasi paham radikal belum terkelola secara sistematis.
c. Aparatur Kesbangpol dan anggota forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) belum memiliki pelatihan khusus terkait teknik deteksi dini dan analisis ancaman radikalisme.
d. Belum tersedia panduan operasional atau standar prosedur (SOP) yang baku dalam menangani temuan indikasi radikalisme.
e. Komunikasi dan kolaborasi antara Kesbangpol, TNI/Polri, FKUB, lembaga pendidikan, serta tokoh agama belum berjalan secara rutin dan terstruktur.
f. Masih terdapat ego sektoral dalam pertukaran data dan informasi antar lembaga.
g. Masyarakat cenderung apatis dan enggan melaporkan aktivitas mencurigakan karena takut atau kurangnya pemahaman terhadap bahaya radikalisme.
h. Belum terbentuk jaringan masyarakat tangguh radikalisme yang aktif di tingkat desa atau kelurahan.
i. Kurangnya kemampuan aparatur daerah dalam memantau dan menganalisis tren penyebaran konten radikal di dunia maya.
j. Tidak adanya sistem pemantauan digital atau kerja sama dengan lembaga siber dalam deteksi konten bermuatan ekstremisme.
k. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan literasi ideologi Pancasila masih terbatas karena keterbatasan dana.
l. Belum ada program khusus yang berkelanjutan untuk menangkal penyebaran paham radikal.
m. Kegiatan sosialisasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar, pemuda, dan komunitas daring.
n. Media komunikasi yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang menarik bagi generasi muda.
o. Forum seperti FKDM, FKUB, dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) belum sepenuhnya aktif menjalankan peran deteksi dini.
p. Koordinasi antar forum belum terbangun dalam satu sistem pelaporan yang terpadu.
1. Analisa Penafisan  Isu strategis
Hasil identifikasi dan mitigasi isu strategis yang terkait langsung dengan ruang lingkup Kepala Badan Kesbangpol, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik,  meliputi :
a. Rendahnya Partisipasi Politik dan Kesadaran Demokrasi Masyarakat
b. Lemahnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik; 
c. Terbatasnya SDM dan Anggaran
d. Lemahnya Deteksi dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik dan Radikalisme
e. Menurunnya Wawasan Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme
f. Dinamika Politik Daerah yang Cepat dan Sensitif
Selanjutnya  isu-isu strategis tersebut dianalisa dengan teknik APKL (Aktual, Problematik, Khalayak dan Layakan) yang diberikan skor 1-5 dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 1.1
Tabel Penafisan Isu Strategis dengan Teknik APKL
	Masalah
	A
	P
	K
	L
	Jumlah

	Rendahnya Partisipasi Politik dan Kesadaran Demokrasi Masyarakat
	4
	4
	2
	4
	14

	Lemahnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik; 
	5
	5
	3
	4
	17

	Terbatasnya SDM dan Anggaran
	4
	5
	5
	4
	18

	Lemahnya Deteksi dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik dan Radikalisme
	5
	5
	5
	4
	19

	Menurunnya Wawasan Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme
	3
	3
	3
	3
	12

	Dinamika Politik Daerah yang Cepat dan Sensitif
	2
	2
	2
	4
	10


Berdasarkan analisasi AKPL tersebut di atas menunjukan bahwa terdapat 3 (tiga) isu yang mendapat skor tertinggi yaitu :
1. Lemahnya Deteksi dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik dan Radikalisme, dengan skor 19;
2. Terbatasnya SDM dan Anggaran, dengan skor 18; dan
3. Lemahnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik;, dengan skor 17; 
3. Analisa Pemilihan Issu Strategis Utama
Kemudian untuk memilih  isu strategis yang  utama menjadi pembahasan dalam proyek perubahan ini, maka 3 (tiga) isu strategis tersebut  dianalisa dengan teknik  USG yaitu Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G) dengan diskoring nilai 1-3, sebagai berikut :
Tabel 1.2
Analisa Pemilihan Isu Strategis Utama
	Masalah
	U
	S
	G
	Jumlah

	Lemahnya Deteksi dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik dan Radikalisme
	3
	3
	3
	9

	Terbatasnya SDM dan Anggaran
	3
	2
	2
	7

	Lemahnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik
	3
	2
	1
	6



	Urgen (kepentingan)
5 : Sangat Urgen
4 : Urgen
3 : Cukup Urgen
2 : Kurang Urgen
1: Tidak Urgen
	Serious (Keseriusan)
5 : Sangat Serious
4 : Serious
3 : Cukup Serious
2 : Kurang Serious
1 : Tidak Serious
	Growth (Perkembangan)
5 : Sangat Growth
4 : Growth
3 : Cukup Growth
2 : Kurang Growth
1 : Tidak Growth



Hasil analisa USG tersebut menunjukan bahwa isu Lemahnya Deteksi dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik dan Radikalisme memperoleh skor tertinggi yaitu 9, sehingga dipilih menjadi isu utama yang dijadikan bahan pembahasan dalam proyek perubahan ini. 

4. Analisa Penyebab Masalah Isu Terpilih 
Issu utama belum optimalnya peran staf ahli bupati untuk efektivitas kebijakan tersebut maka  untuk mengetahui penyebnya dianalisa menggunakan teknik analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treatment), dengan proses dan hasilnya sebagai berikut :
Tabel 1.3
Analisa Penyebab Masalah Isu Terpilih
	Unsur
	Deskripsi
	Skor Dampak
	Skor Urgensi
	Jumlah

	Internal : Strengths / Kekuatan

	S1
	Memiliki dasar hukum dan mandat yang jelas
	5
	5
	10

	S2
	Tersedianya forum-forum mitra strategis
	4
	5
	9

	S3
	Kedekatan Kesbangpol dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
	4
	3
	7

	S4
	Tersedianya jejaring koordinasi dengan instansi vertikal seperti TNI dan Polri
	3
	5
	8

	
	Total
	
	
	34

	Internal : Weaknesses / Kelemahan

	W1
	Belum adanya sistem deteksi dini yang terintegrasi dan berbasis data digital
	4
	4
	8

	W2
	Koordinasi antar forum dan lembaga mitra belum efektif
	4
	3
	7

	W3
	Minimnya anggaran operasional dan dukungan sarana prasarana
	3
	4
	7

	W4
	Belum adanya SOP atau pedoman teknis yang baku
	3
	3
	6

	
	Total
	
	
	28

	Eksternal : Opportunities

	O1
	Dukungan kebijakan nasional dan daerah dalam program pencegahan radikalisme dan penguatan ideologi Pancasila. 
	5
	5
	10

	O2
	Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pemantauan dini berbasis digital.
	5
	4
	9

	O3
	Peningkatan perhatian publik terhadap isu radikalisme dan intoleransi
	4
	3
	7

	O4
	Adanya potensi kerja sama lintas sektor (pemerintah, ormas, akademisi, dan swasta)
	3
	3
	6

	
	Jumlah
	
	
	32

	Threats/Ancaman

	T1
	Penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui media sosial
	3
	3
	6

	T2
	Meningkatnya potensi konflik sosial dan politik
	2
	2
	4

	T3
	Kurangnya kesadaran sebagian pihak terhadap pentingnya sinergi lintas sektor	
	4
	5
	9

	T4
	Masuknya pengaruh kelompok eksternal
	2
	3
	5

	
	Jumlah
	
	
	24


Hasil analisa SWOT di atas menunjukan bahwa faktor internal sangat dominan dengan skor strengths/kekuatan (34) dan Weaknesses/kelemahan dengan skor (28). Sedangkan faktor eksternal yang dominan adalah opportunities/peluang  (31) dan Theats/Ancaman (24).
F. Strategi Pemecahan Masalah
1. Terobosan Inovatif
Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan dalam tahap identifikasi permasalahan, diperoleh isu strategis dengan skor tertinggi yaitu lemahnya deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik dan radikalisme. Isu ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas wilayah serta ketahanan ideologi di daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain : belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini, terbatasnya sistem informasi yang mampu menghimpun dan memvalidasi data potensi kerawanan sosial secara cepat dan akurat, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal terhadap indikasi potensi konflik dan penyebaran paham radikalisme.
Sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, Project Leader merumuskan terobosan inovatif melalui proyek perubahan berjudul “SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISASI: Revolusi Deteksi Dini Berbasis Pentahelix.”
Inovasi ini merupakan bentuk transformasi sistem deteksi dini yang mengedepankan kolaborasi multipihak dengan mengintegrasikan lima unsur utama pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, mekanisme deteksi dan cegah dini tidak lagi berjalan parsial, tetapi menjadi sistem terpadu yang bersifat responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep SIGAP TERPADU ini dikembangkan untuk membangun sistem informasi dan jejaring komunikasi kewaspadaan dini yang terstruktur mulai dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. Sistem ini dilengkapi dengan prosedur pelaporan cepat, pengumpulan data potensi kerawanan sosial, serta ruang koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol. Selain itu, dilakukan pula penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan deteksi dini, literasi kebangsaan, dan moderasi beragama. Inovasi ini melibatkan berbagai macam pihak atau stakeholder. Mode yang digunakan yaitu pentahelix merupakan kolaborasi darilima stakeholder.
Gambar 1.1 Model Pentahelix Proyek Perubahan
[image: ]
Kolaborasi diperlukan demi mendukung tercapainya tujuan inovasi. Model pentahelix salah satu bentuk yang digunakan agar melibatkan banyak elemen. Dengan adanya inovasi ini dapat memudahkan organisasi untukmeningkatkan kinerja. Terobosan inovasi ini juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan perubahan paradigma dari pola kerja reaktif menuju pola kerja proaktif dan kolaboratif. Melalui sistem Revolusi Deteksi Dini Berbasis Pentahelix, Kesbangpol diarahkan untuk menjadi pusat kendali yang SIGAP — Sistematis, Integratif, Gerak Cepat, dan Partisipatif — dalam menghadapi dinamika potensi konflik dan radikalisme di daerah.
2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan
Proyek perubahan ini akan dilaksanakan dalam tiga fase utama: Jangka Pendek (Inisiasi), Jangka Menengah (Implementasi dan Penguatan), dan Jangka Panjang (Sistemik dan Berkelanjutan) dengan menggunakan kaidah POAC, sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rencana Tahapan Kegiatan / Milestone 

	No
	Milestone/ Tahapan
	Tahapan Kegiatan
	Evidence/ output
	Waktu

	JANGKA PENDEK

	1.

1.1.
	TAHAP PERSIAPAN

Identifikasi Permasalahan & Studi Awal
	· Konsultasi Sekda selaku Mentor
	· Surat Dukungan
· Foto
	Minggu 5 bulan Agustus 2025

	1.2
	Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan

	· Membuat draft SK Tim Efektif
· Mendapat persetujuan SK
	· SK Bupati
· SK Sekda Tim Efektif
· Foto
	Minggu 5 bulan Agustus 2025

	1.3
	Membangun Dukungan Stakeholder
	· Penandatanganan Surat Dukungan oleh Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim.
	· Surat Komitmen Bersama atas Proyek Perubahan
· Dokumentasi
	Minggu 5 bulan Agustus2025

	1.3
	Rapat Internal Tim Efektif / Perancangan Konsep
	· Melaksanakan Rapat Internal
· Membuat SOP
· Membuat Blue Print
	· Notulensi
· SOP
· Blue Print
· Dokumentasi
	Minggu 5 bulan Agustus 2025

	2.
2.1
	TAHAP PELAKSANAAN
Membuat format google formulir SIGAP Terpadu
	· Melakukan diskusi TIM Efektif
· Membuat Google form
	· Format Google Formulir
· Dokumentasi
	Minggu 1 bulan September 2025

	2.2
	[bookmark: _Hlk211939853]Melakukan Kampanye dan Sosialisasi terhadap Pelaporan Deteksi Dini menggunakan google form
	· Melakukan persiapan Kampanye, Sosialisasi sekaligus Launching 
	· Undangan
· Daftar Hadir
· Notulen
· Dokumentasi

	Minggu 2 bulan September 2025

	2.3
	Melakukan Uji Coba Terbatas di Wilayah 2 Piloting
	· Uji Coba Pelaporan Deteksi Dini Anti Radikalisme menggunakan G-Form
	· Rekap Laporan 
	Minggu 3 bulan September 2025

	3.
	TAHAP EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
	· Melakukan Evaluasi pelaksanaan hasil temuan lapangan
	· Catatan Hasil Temuan Lapangan
	Minggu 3 bulan Oktober 2025

	JANGKA MENENGAH

	1.
	Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi Pilot
	· Pengembangan sistem
· Upgrading metode
	· Upgrade Format Google form
	Bulan Ke – 6 s.d. 1 Tahun

	2
	Perluasan Uji Coba Wilayah Piloting
	· Uji Coba Terbatas di 3 Wilayah Piloting
	· Rekap G-Form
	

	JANGKA PANJANG

	1.
	Penerapan Skala Luas (Kabupaten)
	· Implementasi penuh di tingkat Kabupaten
	· Rekap G-Form
	1 Tahun s.d 2 Tahun

	2
	Skalasi Provinsi & Integrasi Sistem
	· Replikasi sistem & integrasi ke Polri, TNI, BIN
	· Metode yang lebih Kompleks
	



3. Rencana Strategi Marketing
1) Pemetaan Stakholder
Tabel 1.5
Pemetaan Stakeholders
	Latens
	Promotor

	· BUPATI / WAKIL BUPATI
· POLRES
· KORAMIL
· KEJARI
· BADAN INTELEJEN NEGARA
· BAPPEDA
· BKPSDM
	· SEKRETARIS DAERAH
· KABID KESBANGPOL
· KASI KESBANGPOL

	Apathetics
	Defends

	· LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
· MEDIA MASSA
· BUMD
· BUMN
	· MASYARAKAT UMUM
· LEMBAGA PENDIDIKAN



Gambar 1.2 Pemetaan Stakeholder
[image: ]
2.)  Desiminasi informasi melalui penetapan  “Brand” proyek perubahan yaitu “SIGAP TERPADU” : Revolusi dini berbasis pentahelix sebagai upaya sistematis dalam menghadirkan platform deteksi dini berbasis teknologi dan kolaborasi multipihak. 
3.) Supaya proyek perubahan ini mendapatkan dukungan dari stakeholders, adapun rencana strategi marketing terhadap proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor public yaitu 4P 1C (Product, Price, Plasce, Promotion dan Customer).

4. Mata Pelatihan Pilihan Yang Menunjang Proyek Perubahan 
Materi mata pelatihan yang menunjang proyek perubahan ini bersumber dari referensi buku-buku yang relevan dengan subtansi proyek perubahan sebagaimana dicantumkan dalam tabel.

Tabel 1.6
Mata Pelatihan yang menunjang Proyek Perubahan
	No
	Judul Proyek Perubahan
	Mata Pelatihan/
Judul Buku
	Jalur Pembelajaran
	Hubungan dengan Proyek Perubahan
	Bukti
	Sumber Pembelajaran

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1.
	

















SIGAP TERPADU REVOLUSI
DITEKSI DINI BERBASIS PENTAHELIX
	
Antologi Pengembangan Kompetensi ASN : Teori, Kebijakan dan Praktik






	
Belajar Mandiri 
	
Sebagai konsep dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ASN untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat, menerapkan kebijakan pemerintah secara efektif, dan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan menyeluruh
	
https://www.academia.edu
	
Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

	
2.
	
	
Manajemen Aparatur Sipil Negara
	
Belajar Mandiri
	Dalam proyek deteksi dini, aparatur dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, membangun jejaring kerja, serta melakukan analisis terhadap potensi ancaman sosial politik seperti penyebaran hoaks, konflik horizontal, dan radikalisasi. Hal ini hanya dapat berjalan optimal apabila ASN memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan manajemen ASN.
	
https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/
	
Pemprov DKI Jakarta

	
3.
	
	
Literasi ASN : Belajar Mandiri Terarah Bangun Kompetensi Aparatur Sipil Negara
	
Belajar Mandiri
	.
 Sebagai  konsep dan prinsip belajar mandiri sangat relevan karena memberikan kerangka kerja bagi ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri, tanpa harus menunggu pelatihan formal. Ini adalah pondasi penting untuk memastikan budaya literasi yang diinginkan dapat tumbuh dan dipertahankan.

	
https://
pustaka.lan.go.id
	
Makassar: Puslatbang KMP, ...




5. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan
Tabel 1.7
Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan

	No
	Pihak Yang Terdampak
	Perubahan Kompetensi Yang dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)

	1.
	Bupati /Wakil Bupati
	Keputusan yang ditetapkan berbasis data

	Bainstroming

	6. 
	Sekretaris Daerah
	Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai urgensi deteksi dini
	Bainstroming

	7. 
	Pemimpin Proyek
	Semakin memahami pentingnya pencegahan terhadap radikalisme

	Refleksi Diri

	8. 
	Kepala OPD
	Semakin memahami pentingnya literasi secara terstandar dan terintegrasi

	Bainstroming/ 
Refleksi Diri

	9. 
	FKDM
	Meningkatnya kompetensi Ldalam pencegahan dini
	Sosialisasi


	10. 
	Masyarakat
	Meningkatnya wawasan dan kesadaran taat aturan 

	Komunikasi Efektif






6. Pemetaan Sikap Prilaku dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri 
a. Pemetaan Sikap Prilaku
Sikap prilaku yang menjadi perhatian untuk terus dilakukan perbaikan dan pengembangan yaitu integirtas, kerja sama dan mengelola perubahan dengan nilai tercantum dalam tabel  berikut :
Gambar 1.3
Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor


[image: ]

Gambar 1.4
Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta

[image: ]

b. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan integritas,  kemampuan kerja sama dan mengelola perubahan sesuai tabel berikut.
Tabel 1.8
Aspek Potensi Diri dan 	Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

	No
	Komponen/
Sub 
Komponen
	Panduan
Intervensi
	Kegiatan Pengembangan Diri 
	Kegiatan/
Tahapan Proyek Perubahan 
	Waktu Pelaksanaan
	Bukti

	1.
	Integritas

	
	Kejujuran

	
	Sosialisasi Tim Efektif terkait kejujuran
	Membentuk Tim Efektif aksi Perubahan
	Agustus - Oktober
	SK Tim Efektif

	
	Konsistensi
	
	Pembinaan secara bertahap
	Melakukan pembinaan secara bertahap
	Agustus - Oktober 5
	Dok.

	2.
	Kerja Sama

	
	Komunikasi

	
	Menggunakan basis komunikasi teknologi
	Jangka Pendek
	Agustus - Oktober
	Dok

	
	Komitmen Dalam Tim
	
	Menekankan tanggung jawab
	Membentuk Tim Efektif aksi Perubahan
	Agustus - Oktober
	SK TIM

	3.
	Mengelola Perubahan

	
	Inisiatif 
	
	Melakukan pembinaan terhadap Tim Efektif
	Mencontohkan perilaku yang baik
	Agustus - Oktober
	Dok











BAB II
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Dan Manfaat Proyek Perubahan 
Tabel 2.1 Tahapan Aksi Perubahan
	[bookmark: _Hlk212061929]No
	Milestone/ Tahapan
	Tahapan Kegiatan
	Evidence/ output
	Waktu

	JANGKA PENDEK

	1.

1.1.
	TAHAP PERSIAPAN

Identifikasi Permasalahan & Studi Awal
	· Melapor kepada Bupati terkait Proyek Perubahan
· Konsultasi Sekda selaku Mentor
	· Surat Dukungan
· Foto
	25 Agutus 2025

	1.2
	Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan

	· Membuat draft SK Tim Efektif
· Mendapat persetujuan SK
	· SK Bupati
· SK Sekda Tim Efektif
· Foto
	26 Agutus 2025

	1.3
	Membangun Dukungan Stakeholder
	· Penandatanganan Surat Dukungan oleh Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim.
	· Surat Komitmen Bersama atas Proyek Perubahan
· Dokumentasi
	28 September 2025

	1.4
	Rapat Internal Tim Efektif / Perancangan Konsep
	· Melaksanakan Rapat Internal
· Membuat SOP
· Membuat Blue Print
	· Notulensi
· SOP
· Blue Print
· Dokumentasi
	29 Agustus 2025

	2.
2.1
	TAHAP PELAKSANAAN
Membuat format google formulir SIGAP Terpadu
	· Melakukan diskusi TIM Efektif
· Membuat Google form
	· Format Google Formulir
	4 September 2022

	2.2
	Melakukan Kampanye dan Sosialisasi terhadap Pelaporan Deteksi Dini menggunakan google form
	· Melakukan persiapan Kampanye, Sosialisasi sekaligus Launching 
	· Undangan
· Daftar Hadir
· Notulen
· Dokumentasi

	11 September 2025

	2.3
	Melakukan Uji Coba Terbatas di Wilayah 2 Piloting
	· Uji Coba Pelaporan Deteksi Dini Anti Radikalisme menggunakan G-Form
	· Rekap Laporan 
	17 September 2025

	3.
	TAHAP EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
	· Melakukan Evaluasi pelaksanaan hasil temuan lapangan
	· Catatan Hasil Temuan Lapangan
	9 Oktober 2025

	JANGKA MENENGAH

	1.
	Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi Pilot
	· Pengembangan sistem
· Upgrading metode
	· Upgrade Format Google form
	Bulan Ke – 6 s.d. 1 Tahun

	2
	Perluasan Uji Coba Wilayah Piloting
	· Uji Coba Terbatas di 3 Wilayah Piloting
	· Rekap G-Form
	

	JANGKA PANJANG

	1.
	Penerapan Skala Luas (Kabupaten)
	· Implementasi penuh di tingkat Kabupaten
	· Rekap G-Form
	1 Tahun s.d 2 Tahun

	2
	Skalasi Provinsi & Integrasi Sistem
	· Replikasi sistem & integrasi ke Polri, TNI, BIN
	· Metode yang lebih Kompleks
	



1. Identifikasi Permasalahan & Studi Awal
Pada tanggal 25 Agustus 2025, melakukan Melapor kepada Bupati dan koordinasi kepadaSekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Mentor untuk mendapatkan arahan dan petunjuk terkait implementasi Proyek Perubahan.
Gambar 2.1 Melapor kepada Bupati Kab. Kepahiang
[image: ][image: ]









Gambar 2.2 Koordinasi dengan Sekda Kab. Kepahiang selaku Mentor
[image: ]
2. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan
Pada tanggal 26 Agutus 2025, Tim Efektif Proyek Perubahan dibentuk sekaligus membahas draft SK Tim Efektif proyek perubahan
Gambar 2.3 Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan
[image: ]


[image: ]Gambar 2.4 SK Walikota 
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Gambar 2.5 SK Sekretaris Daerah
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3. Membangun Dukungan Stakeholder
Project Leader menjalin kolaborasi bersama Polres Kab. Kepahiang, Kodim 0409 Rejang Lebong, Kejjaksaan Negeri Kab. Kepahiang, Badan Intelejen Negara Daerah Kab. Kepahiang di buktikan dengan dokumentasi berupa foto dan surat komitmen bersama atas proyek perubahan.
Gambar 2.6 Koordinasi dengan Kapolres Kab. Kepahiang
[image: ]










Gambar 2.7 Koordinasi dengan Danramil 0409 Rejang Lebong
[image: ]
Gambar 2.8 Koordinas dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang
[image: ]
Gambar 2.9 Koordinasi dengan Badan Intelejen Negara Daerah Kepahiang
[image: ]
Gambar 2.10 Surat Komitmen Bersama Proyek Perubahan
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4. Rapat Internal Tim Efektif / Perancangan Konsep
Gambar 2.11 Dokumentasi Rapat Tim Efektif
[image: ]
Gambar 2.12 Notulensi Rapat Tim Efektif[image: ]
Gambar 2.13 Blue Print
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Gambar 2.14 SOP SIGAP TERPADU
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5. Membuat format google formulir SIGAP Terpadu
Gambar 2.14 Membuat format google formulir SIGAP Terpadu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXciwOv90EHUsGa4rtZUa1Q3HmoFDY5lxHC5oIQqyMjziHw/viewform
[image: ]



























6. Melakukan Kampanye dan Sosialisasi terhadap Pelaporan Deteksi Dini menggunakan google form
Gambar 2.15 Sosialisasi dan Kampanye di Kecamatan Kepahiang
[image: ]
[image: ]


Gambar 2.16 Sosialisasi dan Kampanye di Kecamatan Ujan Mas
[image: ][image: ]


7. Melakukan Uji Coba Terbatas di Wilayah 2 Piloting
Gambar 2.17 Rekap G-form SIGAP TERPADU
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B. Strategi Marketing Dan Branding
1. Pendekatan Marketing
Desiminasi informasi melalui penetapan  “Brand” proyek perubahan yaitu “SIGAP TERPADU” : Revolusi dini berbasis pentahelix sebagai upaya sistematis dalam menghadirkan platform deteksi dini berbasis teknologi dan kolaborasi multipihak. Selain itu proyek perubahan ini menggunakan strategi marketing dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor public yaitu 4P 1C (Product ,Price, Place, Promotion dan Customer).
a. Product
Proyek Perubahan ini memiliki produk yang dihasilkan dari berbagai proses yang berkesinambungan, jenis produk yang dihasilkan adalah:
· Standar Operasional Prosedur (SOP)
· Blue Print Proyek Perubahan
· SK Tim Efektif (Bupati)
· SK Tim Efektif (Sekda)
· Surat Komitmen Bersama (Kesbangpol, Polres, Kodim, Kejaksaan)
· G-Form Sigap Terpadu
b. Price
Price ditekankan aspek efisiensi dan efektivitas dari proyek perubahan ini, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta sisi manfaat. Adapun beasaran biaya berkisar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
c. Place
Proyek perubahan ini diimplementasikan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.


d. Promotion
Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui konsulitasi, sosialisasi dan edukasi serta koordinasi untuk meningkatkan sinergitas dengan unit terkait, mengunakan berbagai media seperti Banner, berita online, dan media social.
Gambar 2.18 Sosialiasi Proyek Perubahan di Facebook
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Gambar 2.18 Sosialiasi Proyek Perubahan pada media berita online
https://bengkuluvoice.com/2025/10/22/sosialisasikan-sigap-terpadu-anti-radikalisasi-ke-kecamatan-ini-penjelasan-musi-dayan/ 
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https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/28181/tingkatkan-kapasitas-sdm-kaban-kesbangpol-kepahiang-garap-sigap-terpadu 
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e. Customer
Customer yang menjadi target strategis marketing adalah seluruh perangkat daerah, badan usaha, Polri, TNI, Kejaksaan, BIN, FKDM, media, 
Gambar 2.19 Sosialisasi kepada Perangkat Daerah, FKDM dan masyarakat
[image: ]
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C. Perubahan Peta Stakeholder
Terjadi perubahan terhadap pemetaan stakeholder pada saat sebelum implementasi proyek perubahan dengan setelah dilakukan implementasi. 
Gambar 2.1 Pemetaan Stakeloder Sebelum Implementasi Proyek Perubahan
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Gambar 2.2 Pemetaan Stakeloder Setelah Implementasi Proyek Perubahan
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Terdapat perubahan pada pemetaan stakeholder tersebut. Polres, Kodim, BIN, dan Kejaksaan menjadi Promotors yang sebelumnya dari Latens. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi Defenders yang sebelumnya Apathetics. 


D. Implementasi Kepemimpinan Strategis
1. Kepemimpinan Strategis
Dalam pelaksanaan proyek perubahan “Revolusi Deteksi Dini terhadap Paham Radikal, Penyebaran Hoaks, dan Ujaran Kebencian melalui Google Formulir”, peran kepemimpinan strategis menjadi faktor kunci keberhasilan. Kepemimpinan strategis diterapkan melalui kemampuan pemimpin proyek untuk mengarahkan visi, menggerakkan kolaborasi lintas sektor, dan memastikan keberlanjutan inovasi berbasis digital dalam sistem deteksi dini.
Sebagai project leader, pemimpin berperan dalam menyatukan seluruh unsur Pentahelix (pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan dunia usaha) untuk berpartisipasi aktif dalam pengisian dan pemanfaatan Google Formulir sebagai alat surveilans sosial digital. Instrumen ini berfungsi mendeteksi secara cepat potensi radikalisasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian di lingkungan masyarakat. Implementasi kepemimpinan strategis diwujudkan melalui beberapa langkah konkret berikut:
a. Penetapan Visi dan Arah Strategis
Pemimpin menetapkan arah perubahan menuju sistem deteksi dini yang responsif, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Visi ini menjadi dasar penyusunan roadmap kegiatan dan pedoman aksi bagi seluruh tim pelaksana.
b. Pemberdayaan Tim dan Kolaborasi Pentahelix
Pemimpin menginisiasi pembentukan Tim SIGAP TERPADU yang terdiri dari unsur Kesbangpol, TNI/Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media lokal. Melalui koordinasi yang intensif, tim ini memastikan informasi dari Google Formulir dapat diolah menjadi intelijen sosial preventif.
c. Pemanfaatan Teknologi Digital (Google Formulir)
Google Formulir dipilih karena mudah diakses, hemat biaya, dan memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam memberikan laporan atau indikasi dini terhadap potensi radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian. Data hasil input dikompilasi dan dianalisis secara berkala untuk bahan kebijakan deteksi dan cegah dini.
d. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Evidence-Based Leadership)
Hasil pengumpulan data digunakan untuk menetapkan prioritas wilayah rawan, pola penyebaran isu radikal, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Pemimpin memastikan setiap keputusan berbasis bukti lapangan dan hasil analisis tim.
e. Monitoring, Evaluasi, dan Adaptasi Strategi
Pemimpin memantau efektivitas sistem secara berkala, mengevaluasi capaian, dan menyesuaikan strategi sesuai dinamika sosial. Pendekatan adaptif ini mencerminkan kepemimpinan strategis yang tanggap terhadap perubahan dan berorientasi hasil.
2. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Organisasi
a. Sumber Daya Manusia
1) Kepala Badan Kesbangpol selaku Pemimpin Perubahan & Sponsor berperan mengarahkan visi, memberikan endorsement politik, dan menjamin integrasi dengan kebijakan daerah. Fokuskan waktu pada advokasi ke Bupati/Sekda dan coaching Tim;
2) Tim Efektif berperan mengoordinasikan pelaksanaan setiap kegiatan — mulai dari pengumpulan data melalui Google Formulir, analisis hasil survei, hingga tindak lanjut laporan potensi radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian. Melalui koordinasi yang baik, seluruh anggota dapat bekerja secara sinkron, efisien, dan saling mendukung.
3) Stakholder terkait, Dalam pelaksanaan proyek perubahan berbasis deteksi dini ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pihak eksternal seperti Polres, Kodim, BIN Daerah, dan Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai mitra koordinatif dan operasional yang memperkuat sistem pencegahan dini (early warning system) di Kabupaten Kepahiang.
4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Dalam konteks proyek perubahan ini, FKDM berperan sebagai garda terdepan (early detector) dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, sosial, dan ideologi di masyarakat.
a. Sumber Daya Kelembagaan dan Regulasi
Tabel 2.2 Lembaga dan Regulasi
	Sumber Daya Kelembagaan
	Fungsi dalam Proyek
	Strategi Pengelolaan

	Keputusan Bupati/Sekda
	Landasan Hukum bagi pembentukan dan tugas Tim. Menjamin keabsahan legalitas proyek.
	Pastikan SK Tim mencantumkan tugas dan fungsi yang spesifik dan berlaku selama Proyek Perubahan.

	Dukungan Stakholder
	Mitra Pelaksana: Polres Kepahiang, Kodim 0409 Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Kepahiang, BIN Daerah Kepahiang.
	Penegakan hukum dan keamanan terhadap setiap temuan hasil deteksi dini yang mengarah pada potensi radikalisme, penyebaran hoaks, atau ujaran kebencian.

	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kepahiang
	Sebagai project leader yang memiliki akses cepat terhadap pimpinan
	Gunakan otoritas jabatan untuk mempercepat proses persetujuan.




b. Sumber Daya Anggaran dan Sarana
Pengelolaan dana dan sarana yang diperlukan untuk operasional sistem deteksi dini, meliputi :
1) Sumber Daya Anggaran untuk mendanai rapat, koordinasi, penyusunan SOP dan Blue Print proyek perubahan. Anggarkan secara realistis dan transparan melalui pos anggaran sesuai ketentuan;
2) Infrastruktur Teknologi mdeia digital untuk format pelaporan mengguanakan google formulir. Memanfaatkan aset yang sudah ada seperti  Ruang Kerja/Fasilitas sebagai Tempat Tim berkoordinasi, rapat, dan melaksanakan diskusi.
2. Implementasi Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi
1. Ketepatan Stakeholder Utama
1) Bupati & Wakil Bupati sebagai Key Player dengan peran sangat tinggi selaku Penentu Kebijakan dengan memberikan legitimasi, persetujuan, dan arah strategis proyek;
2) Sekretaris Daerah sebagai Key Player sekaligus mentor proyek perubahan berperan sangat  tinggi selaku Koordinator dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas OPD dan mengeluarkan regulasi teknis (SK Tim);
3) Polres, Kodim, Kejaksan, BIN sebagai Promoter dengan peran  tinggi sebagai pihak eksternal yang memiliki peran strategis yaitu mitra koordinatif dan operasional yang memperkuat sistem pencegahan dini (early warning system) di Kabupaten Kepahiang.
4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Dalam konteks proyek perubahan ini, FKDM berperan sebagai garda terdepan (early detector) dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, sosial, dan ideologi di masyarakat.
5) Media massa, media online, maupun media sosial lokal  memiliki peran strategis sebagai pilar informasi dan komunikasi publik untuk promosi proyek perubahan  dan sistem deteksi dini terhadap ancaman radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian.
6) Masyarakat merupakan unsur utama dan paling strategis dalam keberhasilan sistem deteksi dini berbasis partisipasi publik. Dalam proyek perubahan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi justru berperan sebagai subjek dan mitra aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, dan ketahanan ideologi bangsa.
7) Universitas sebagai pendukung penguatan kapasitas, validasi data, serta pembentukan literasi kebangsaan dan digital untuk memperkuat sistem deteksi dini berbasis teknologi.
8) Swasta berperan sebagai mitra strategis yang mendukung pelaksanaan deteksi dini melalui kontribusi sumber daya, inovasi teknologi, serta pemberdayaan sosial di lingkungan kerja dan masyarakat.
2. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Utama Komunikasi yaitu :
1) Advokasi Berbasis Data: Setiap komunikasi harus didukung oleh data (misalnya, hasil asesmen kompetensi ASN atau masalah kebijakan yang belum tuntas) untuk menunjukkan urgensi Proyek Perubahan.
2) Komunikasi "WIIFM" (What's In It For Me): Setiap pesan kepada stakeholder harus menyoroti manfaat spesifik bagi unit kerja mereka (misalnya, bagi OPD, manfaatnya adalah ASN yang lebih kompeten; bagi DPK, manfaatnya adalah tingginya angka pemanfaatan koleksi).
3) Konsistensi: SAB harus menjadi suara yang tunggal dan konsisten dalam mempromosikan visi Proyek Perubahan kepada semua stakeholder.
E. Keberlanjutan Proyek Perubahan
Proyek perubahan ini dipastikan berlanjut dikarenakan sudah menjadi kebijakan Bupati Kepahiang secara langsung menandatangani SK Tim efektif proyek perubahan yang artinya kegiatan ini di dukung penuh oleh pemerintah daerah. dalam untuk menata dan menertibkan ASN guna mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai RPJMD periode 2025-2030, yang secara regulatif ditetapkan dalam :
1. Keputusan Bupati Kepahiang nomor 284 Tahun 2025 tentang Tim SIGAP TERPADU anti radikalisme sistem informasi dan gerak cepat deteksi dini kolaboratif Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
2. Keputusan Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 200.1.3 / 45 / Kesbangpol / 2025 tentang agen SIGAP TERPADU anti radikalisme pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
3. Surat Komitmen bersama atas aksi perubahan Nomor 800/    /BPKP/VIII/2025.
F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan
Mata pelatihan pilihan yang bersumber dari referensi buku-buku yang relevan dengan proyek perubahan seperti dalam tabel berikut.





Tabel 2.3
Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan
	No
	Judul Proyek Perubahan
	Mata Pelatihan/
Judul Buku
	Jalur Pembelajaran
	Hubungan dengan Proyek Perubahan
	Bukti
	Sumber Pembelajaran

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1.
	

















SIGAP TERPADU REVOLUSI
DITEKSI DINI BERBASIS PENTAHELIX
	
Antologi Pengembangan Kompetensi ASN : Teori, Kebijakan dan Praktik






	
Belajar Mandiri 
	
Sebagai konsep dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ASN untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat, menerapkan kebijakan pemerintah secara efektif, dan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan menyeluruh
	
https://www.academia.edu
	
Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

	
2.
	
	
Manajemen Aparatur Sipil Negara
	
Belajar Mandiri
	Dalam proyek deteksi dini, aparatur dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, membangun jejaring kerja, serta melakukan analisis terhadap potensi ancaman sosial politik seperti penyebaran hoaks, konflik horizontal, dan radikalisasi. Hal ini hanya dapat berjalan optimal apabila ASN memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan manajemen ASN.
	
https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/
	
Pemprov DKI Jakarta

	
3.
	
	
Literasi ASN : Belajar Mandiri Terarah Bangun Kompetensi Aparatur Sipil Negara
	
Belajar Mandiri
	.
 Sebagai  konsep dan prinsip belajar mandiri sangat relevan karena memberikan kerangka kerja bagi ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri, tanpa harus menunggu pelatihan formal. Ini adalah pondasi penting untuk memastikan budaya literasi yang diinginkan dapat tumbuh dan dipertahankan.

	
https://
pustaka.lan.go.id
	
Makassar: Puslatbang KMP, ...




G. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar: Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan
Dalam konteks pelaksanaan proyek perubahan, strategi pengembangan kompetensi diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memahami, mengimplementasikan, dan mengawal inovasi secara berkesinambungan. Kegiatan pembelajaran tidak hanya terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga mencakup proses pembelajaran kolektif melalui diskusi, coaching, mentoring, sharing session, dan refleksi terhadap hasil kerja.
Melalui penerapan strategi ini, organisasi diarahkan untuk tidak sekadar melaksanakan perubahan secara administratif, tetapi juga membangun mindset adaptif dan inovatif. Setiap anggota tim proyek diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, memahami perannya dalam sistem, dan berkontribusi aktif terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
Tabel 2.4
Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Adopsi Proyek Perubahan
	[bookmark: _Hlk212062805]No
	Pihak Yang Terdampak
	Perubahan Kompetensi Yang dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)

	1.
	Bupati /Wakil Bupati
	Keputusan yang ditetapkan berbasis data

	Bainstroming

	2.
	Sekretaris Daerah
	Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai urgensi deteksi dini
	Bainstroming

	3.
	Pemimpin Proyek
	Semakin memahami pentingnya pencegahan terhadap radikalisme

	Refleksi Diri

	4
	FKDM
	Meningkatnya kompetensi Ldalam pencegahan dini
	Sosialisasi


	5..
	Masyarakat
	Meningkatnya wawasan dan kesadaran taat aturan 

	Komunikasi Efektif








H. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri
1. Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi Untuk Menutup Gap Penilaian Potensi Diri
Tabel 3.3
Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi

	[bookmark: _Hlk212062153]No
	Komponen/
Sub 
Komponen
	Panduan
Intervensi
	Kegiatan Pengembangan Diri 
	Kegiatan/
Tahapan Proyek Perubahan 
	Waktu Pelaksanaan
	Bukti

	1.
	Integritas

	
	Kejujuran

	
	Sosialisasi Tim Efektif terkait kejujuran
	Membentuk Tim Efektif aksi Perubahan
	26 Agustus 2025
	SK Tim Efektif

	
	Konsistensi
	
	Pembinaan secara bertahap
	Melakukan pembinaan secara bertahap
	29 Agustus 2025
	Dok.

	2.
	Kerja Sama

	
	Komunikasi

	
	Menggunakan basis komunikasi teknologi
	Jangka Pendek
	4 Agustus 2025
	Dok

	
	Komitmen Dalam Tim
	
	Menekankan tanggung jawab
	Membentuk Tim Efektif aksi Perubahan
	26 Agustus 2025
	SK TIM

	3.
	Mengelola Perubahan

	
	Inisiatif 
	
	Melakukan pembinaan terhadap Tim Efektif
	Mencontohkan perilaku yang baik
	29 Agustus 2025
	Dok



2. Rencana Tindak Lanjut Penilaian Potensi Diri
Tabel 3.4 Aspek Kepemimpinan Strategis
	No
	Indikator Penilaian
	Target Kinerja

	1.
	Kemampuan mengartikulasikan kebutuhan Proyek Perubahan sebagai solusi strategis bagi masalah daerah.
	Menciptakan  kebijakan yang kuat dan didukung

	2.
	Konsistensi peran project leader dan Bupati dalam memfasilitasi komunikasi terkait dasar kegiatan inovasi
	Mendukung inovasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang

	3.
	Kejelasan arah dan visi Proyek Perubahan dnegan mengkomunikasikan kepada stakkeholder terkait.
	Menyelaraskan tujuan bersama


BAB III
PENUTUP

Proyek perubahan ini merupakan bentuk inovasi dalam memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi radikalisme, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial melalui sinergi antara unsur Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Media, dan Dunia Usaha (Swasta) atau yang dikenal dengan konsep Pentahelix. Melalui pemanfaatan teknologi digital sederhana berbasis Google Formulir, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efektivitas dalam pengumpulan informasi serta penanganan potensi ancaman sejak dini. Pelaksanaan proyek ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan pihak eksternal seperti Polres Kepahiang, Kodim 0409 Rejang Lebong, BIN Daerah Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, FKDM, media, perguruan tinggi, dan dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi ini membentuk sistem SIGAP TERPADU, yang tidak hanya berorientasi pada penanggulangan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan ketahanan ideologi di tingkat lokal.
Dengan berjalannya proyek ini, diharapkan akan tumbuh budaya kewaspadaan kolektif, di mana setiap unsur memiliki peran nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inovasi ini juga diharapkan menjadi model implementatif yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai upaya strategis membangun deteksi dini berbasis partisipasi dan teknologi.
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Keputusan Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 200.1.3 / 45 / Kesbangpol / 2025 tentang agen SIGAP TERPADU anti radikalisme pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
Surat Komitmen bersama atas aksi perubahan Nomor 800/    /BPKP/VIII/2025.
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periu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat
melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal
penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

Kurang

T [Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta

Sangat Kurang

+|periuiberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat

melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar

melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam
Imenduduki jabatan pimpinan tinagi pratama
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3. Undang:Undang Nomor 7 Tuhun 2012 tentang Penanganan
Konfik Sosil { Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubiil
Indonesia Nomor 5315)

4 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaban Dacrah ( Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indoncsia. Nomor 5587) Scbagaimana
diubah beberapa kali terskhic dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penelapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 4
. Tumbuhan Lembaran Negara Republik [ndoncsia Nomor
sesol;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Pencegaban Tindak Pidana Terorisme don Peindungan
techadap Peryidik, Penuntut Unum, Hakim, dan Petugas
Pemassarakaran (Lembaran Negara Republk_Indoncsia
Tahun - 2 - 2019 Nomor 217, Tembahan Lembasan Negara
Republk Indonesia Nomor 6417);

6. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 46 tahun
2010 tentang Badan Nesional Penangglangan Terorime.
schagaimana telah diubah dengan Peraturon Presiden
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan s Permturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara. Republi
Indonesia Tahun 2012 Nomor 301

7. Peranuran Dadan Nesional Penanggulungan Terorisme
Republc Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Terrisme (Rerita Negara Repubik Indonesia Tahvan 2021
Nomor 723) sebagaimana telah diubah Perauran Bedan
Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahan 2032
tentang _ Perubahan  Porsturan  Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tatwun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Berita Negara Repubik Indonesis. Tahun 2022
Nomor 1051);

5. Persturan Mentert Dalam Negeri Nommor 46 Tahun 2019
tentang Kewaspadaan Dini di Dacrah ( Berita Negara Tahun
2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN

Menetaplan -

KESATU i Sigap Terpadu Anti Radikalisse Sistem Informas dan
Gemle Cepat_Deteksi Dini_ Kolaboratf  Kabupaten
Kepabiang Tabun 2025 Sebagaimana tercantum dalam
Leinpiran Keputusan ini.

B Dipindai dengan CamScanner
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merupakan Program atau Proyek Perubahan yang menjadi
acuan begi scluruh perangkat dacrah terkait srta
pemangku  kepentingan lainnya dalam  polaksanasn
Kegiatan.

T Tin  sebagaimana dimeksud pada Diktum KESATU
berlaku selema 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkean,
dan depat diperpanjang sesusi kebutuhan,

KEEMPAT ¢ Segala biaya yang timbul scbagai akibat keputusan ini
dibebankan peda Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacralh Kabupaten Kepahiang, scpanjang tersedia. dan
‘menculupi

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang.
Pada Tanggal, 23 ceprawler 2025

'BUPATI KEPAHIANG,

H. ZURDI NATA

@ Dipindai dengan CamScanner
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Tampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor 264 Tahun 2025
Tangeal, o2 Septaver 2025
TIM SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISME,
SISTEM INFORMAS! DAN GERAK CEPAT DETEKSI DINI KOLABORATIF
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025

wo | JABATAN INSTANS! SR | o
L
2. | Sekeetaris Dacrah Pengarah
3. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan =
Politk Kab. Kepahiang -
‘Asisten Pemerintahan dan Kesejahieraan o
| * | Relat Setda Kabupaten o
5. | Sekretaris Bacan Kesbangpol Kabupaten | Sckretaris
6. | Perwalilan Polres Kepahiang Angzora
7. | Perwalilan Dandim 0409 Rejang Lebong. Anggota
| 8. | Perwaiilan Kejaksaan Negeri Kepabiang Anggota
Perwakilan BIN Dacrah gaota
[ 1. Perwakilan Kantor Kementerian Agama =
10 i Anggota.
1. | Perwalkilan Dinas Kominfo Kepahiang Anggota
12. | Perwalkilan FKDM Kabupaten Kepshiang Anggota
13, Perwalkdlan FKUB Kabupaten Kepahiang Angzota
["La, [ Perwakilan Tokoh agams, tokoh adat, | T
14 | tokoh masyarakat — s
‘Perwalilan Akadermisi Universitas df
15. | Anggota
Perwakilan Media massa lok Anggota
Perwakilan organisasi masyarakat/LSM. Anggota.
[Perwaldlan sekior swasta/Startup S, ==
Teknolo s |

'BUPATI KEPAHIANG,

o>

H. ZURDI NATA

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
@ SEKRETARIAT DAERAH

o Ry elahek T, 0793 o913 Ko Pes 39172

KEPUTUSAN SERRETARIS DAERAF
NOMOR: Js0r.4 45 /Kesbengpe) 2025

TENTANG

AGEN SIGAP TERPADI ANTLKADIKALISHE PEMERINTAN DALAN
KABUPATEN KEPATTANG TAHUR 2
SEKRETARUS DAERAH KARUPATES KEPATIANG,

Venimbang +  buliva ustuk mciakssnakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan,
Noor 3 Tahun 2018 tentang

Duay iy et kepuisan Bupat tenane T
en Siun Terpa i RacHabame Pemeriniah Dacrs
N pate Kopeans Tahu 3035

Mengingst + 1. Undang.umdang Rlomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan
Negora | Lambiran Regara Repubilk [ndonesis Tahan 200
oo 47 Tasahan Lembarin Neyata Kepubll Indoresia
oo 4257

2. Undang_— undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Tebn 3003 Ko 154, Tambahan Lemboran. Negara
Repubii ndonesia Norsoe $349 |

2. Undang UndangRomor 23 Tabun 2014 _tentang

et taban aerah (Lt Negar. Republk Indonecin
Tahun 2014 Nomor 144, Tambaan Lembaran Nogars

Somor 41, Tambanan Lemmaran
Nt Repulli Indonesin Nomor 6856

4. Peraturan Veniest Dl Negeri Repubik Indonesia roror

Lomong Kewaspadan Dinl @ Darran_(Deria Negara
bt ndonesi Tahin 2019 Noeior 313

 Dipincil dengan CamScamne-




image15.jpeg
MENUTUSKAN

Merctapian

MBS | pgen Sinp Terpadu Aat Rodialisme Peaeintah Ducray

A apaton Kepaan Tahun 2025, sebagarsane ercancim

G Lapir Keputusas I,

g S T o et e st
A AT Meptusas Ini mempuaal (ugas ehogs

berkot:

e cansion, melaksaskan des merumuskan keisian

e D Pemetina i doerah Kabupaien
Kepabiang.

b M engumpuln,  mengoontinasian  dan

o dats sera nforts/bahan

cramgan dengan

Srjn st pereiva, timbu

i o Cangrtan | ATHO | @1 doeraiy Knbupacen

KEDUA

Kepabians:
o mmoinasin gl dan e
™ Dacran 4. o
Kecamatan 4 winydhaya dan
Keraning ‘e peskeunasn  Kewnspedoan Dink
v Gl e S
o, g, Aoty dan Cargsn | ATHC |
A ebapaien Kepiniang. e mengsncam
St s nasonal.
e s Kpnds Bl b, b
el vung rkasan detgan pesdeciian G
e lshatap. . Ancaunan, Tantagan,
B i o v Ko
Keparians:
CETOn: Kepamean o e berkio selema 3 (ign) Tabn seak
i, denpun rentuae. apibil dikemudion
e eelruan an aiperbali  sebegeamann

Diteplan o Kepshing
P Rar 25 Smber—2075

s DAERA

Dipindiai dengan CamScamer
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Kepaniang
Romor 3012 /.48 Kesbangpo2025
Tanggal  ac Gibene 3025

AGEX KEWASPADARN DIN] PEMERINTAN DAERAT
KABUTATEN KEPRHIANG

O RELURAAN/DESA NN TETERANGAN

KECAMATAN KEPAHIANG

S =
B ——

2. Kelobak

20, Pagar Gunung |
T

@ Dipindai dengan CamScannar
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LANRI

LEMBAGA ADMINISTRAS! NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KOMITMEN BERSAMA
ATAS AKSI PERUBAHAN
Nomor :800 /  /BKBPIVIIl2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh Lima bertempat di
Kabupaten Kepahiang, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan komitmen bersama
untuk mendukung dan melaksanakan Aksi Perubahan dengan judul

"SIGAP TERPADU (Sistem Informasi dan Gerak Cepat Deteksi Dini Kolaborat]"
REVOLUSI DETEKS| DIN| BERBASIS PENTAHELIX
ksl Perubahan ini bertujuan untuk :

1. Menyusun sstem deteks! dini berbass data dan teknolog.

2. Membangun kolaborasi pentahelix dalam  pencegahan konfik.

3. Meningkatkan iterasi dan peran akif masyarakat

‘Sebagal bentuk dukungan, kami bersepakat untuc

1. Memberikan dukungan sumber daya (SOM, sarana, prasarana, datafinformasi) sesual kebutuhan
aksi perubahan.

2 Melaksanaken peran dan tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

3. Menjaga kesnambungan dan keberlanjutan aksi perubahan setelah proyek selesal

4. Melakukan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan secara berkala.

Surat Komitmen Bersama ni dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun,
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kepahiang
Pada tanggal 2025
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NOTULEN RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat Rapat Internal Pembertukan Tim Efekti SIGAP
TERPADU
Hari/ Tanggal Jumat / 10 Aqustus 2025
Waktu Rapat Pukul 09.00 WIB s/d Selosai
Pimpinan Rapat Badan Kesbangpol Kepahiang
2. Peserta Rapat

o Polres Kepahiang
b, Kodim 0409 Refang Lobong
. BIN Daerah Kepahiang

. Tim Efekii Proyek Perubanan
e Operator/ staf

3. Uraian Jalennya Repet
a. Penyampaian fencana dan tujuan Proyek perubahan di Badan Kesbangpol Kab.
Kepshiang
b Menyampaikan arahan dari Sekretais Daerah sefaku Menor Proyek Perubahan SIGAP.
TERPADU tentang implementasi proyek perubahan
. Membust draft SOP dan Blue Print
. Penyampaian saran dan masukan dari peserta rapal

4. Penutup Ditutup oleh Camat Bukitkeci Palembang

Palombang, 19 Agustus 2025

Pimpinan Rapat Notuis
Musi Dayan, S.SLILAP. Yuda

NIP.198107152006041004
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
@ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang
KEPAHIANG ~ BENGKULU

BLUEPRINT SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISASI
BERBASIS KOLABORASI PENTAHELIX

1. PENDAHULUAN

Blueprint SIGAP TERPADU Anti Radkalisasi Berbasis Kolaborasi Pentahelix
disusun sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam
memperkuat sistem deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan paham radikalisme dan
intoleransi. Program ini menskankan sinergi lintas seklor antara pomerintah, aparat
keamanan, dunia pendidikan, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil

Blueprint ini menjadi arah kebijakan dan peta jalan (roadmap) pelaksanaan SIGAP
TERPADU di Kabupaten Kepahiang untuk periode 2025-2028, dengan tujuan menciptakan
ingkungan masyarakat yang aman, toleran, dan resilien terhadap pengaru radikalisme.

1l. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme;
3. Pormendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan, dan
Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Daerah;
4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM);
5. Pormendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Umum;
6. Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan
Publik;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesbangpol.

1il. VISI DAN MISI
Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang SIGAP, TANGGUH, dan TOLERAN
melalui sistem terpadu pencegahan dan penanggulangan radikalisme berbasis
kolaborasi Pentahelix.”

@ Dipindai dengan CamScanner
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Mist

1. Mengoptimalkan delsksi din ferhadep potensi radkalisme melaui sinergi anter

lembaga;

2 Meningeatkan kapasitas sparelur dan masyarakal dalam penguatan wawasan
kebangsaan

o K clabors! Itas sakor alam sistom SIGAP TERPADU:

4 Mengembangkan sistem informas| kewaspadaan dini berbasis digitat

5. Movuudkan tata kelola pemerinianan yang adapii terhadap ancaman ideciogi
ckstrem.

IV. TUJUAN STRATEGIS
1. Terbangunnya sistem deteksi din dan respon
Kepahiang;
2. Tersadianya basis data kewaspadaan dini yang teriniegrasi antar lembaga:
Terciptanya mekanisme koordinasi peniahelix yang efekt dan berkelanjutan:
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme.

cepat SIGAP TERPADU di Kabupaten

V. DESAIN KOLABORASI PENTAHELIX
Modl SIGAP TERPADU beroperasi dalam kerangka kolaborasi Pentahel
terdi atas ima unsur utama:

yang

1. Pemerintah Daerah (Kesbangpol, FKDM, FKUB) — sebagai penggerak utama dan
koordinalor sistem kewaspadaan din.

2. Aparat Keamanan (TN, POLR, BINDA) - sebagai pelaksana tindakan preventi dan
represit.

3. Akademisi - penyadia iset, kajian, dan pelatinan peringkatan kapasitas.

4. Dunia Usaha - g kegiatan sosial dan ekonomi
rentan.

5. Meda dan Masyarakat Sipil — sebagai corong edukasi, kontra-narasi, dan
pengawasan sosia.

VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan sistem deteksi dini melalui pemantaatan teknologi informasi dan faringan
Sosial FKDM;

2. Penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam fterasi deologi dan tolerans!

3. Peningkatan kolaborasi antar unsur pentahelix melalui forum koordinasi dan jejaring
Komunikasi;

4. Pengembangan sistem pelaporan dan respon cepat SIGAP Digtal;

5. Penegakan hukum dan penanganan konflk sosial secara cepat dan humanis.

ViI. ROADMAP IMPLEMENTASI 2025-2028
1. Tahun 2025: Konsoldasi kelembagaan, pembentukan tim SIGAP TERPADU, dan
Penguatan kapasitas aparatur.

Dipindai dengan CamScannar
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2. Tahun 2026; Pembangunan sistem informasi SIGAP. Digial dan. pelaksanaan
pelatihan ntas sektor

3. Tahun 2027: Intgrasi data, monforing cfokivias, dan peruasan jangkauen kegiatan
pencegahan

4 Tahun 2028 Evaluasi totl, repikasi program ke Kecamatan, dan penguatan
Kelembagaan permanen SIGAP TERPADL.

VIl INDIKATOR KEBERHASILAN DAN EVALUASI
1. Tobentuknya tim SIGAP TERPADU fntas sekior di tingkat kabupaten dan
kecamatan
Penurunan potensikonfi dan kasus nfleransi
Peringkatan jumiah kegiatan edukasidan Herasi kebangsaan;
Meringkatnya partsipesi masyarakat dalam palaporan potensi adikafisme;
Tetbangunnya sistem database kowaspadsan din yang akif dan terinlegrasi,

X PENUTUP

Blueprint SIGAP TERPADU Anti Radikalisasi Berbasis Kolaborasi Pentahelix ini
menjad acuan srategis bagi seuruh pormangku kepentingan dalam mevijuckan Kabupaten
Kepahiang yang aman, toleran, dan tangguh ferhadsp pengaruh peham  radikal
Implemntasi bueprintini memerukan komimen, koardinasi, dan inovast berkslanjutan dari
seluruh unsur periahli.

7 Kepatiang, 01 September 2025
£ 4 Badan,

TAN 551 MAP
embina T 1/1Vb
NIP-19810715 200604 1 004

@ Dipindai dongan CamScannar
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
@ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang
KEPAHIANG — BENGKULU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIGAP TERPADU ANTI RADIKALISAS!

|. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

3, Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pencegahan, Penanganan,
dan Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Daerah

4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)

5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum

6. Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi
Pelayanan Publik

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesbangpol

9. Keputusan Bupati Kepahiang tentang Pembentukan Tim SIGAP

TERPADU

1l. Tujuan

1. Mewujudkan sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi
" i i, dan terorisme di K Kepahiang.

2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui pendekatan kolaborasi
pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat).

3. Menjamin adanya mekanisme SIGAP TERPADU (cepat, terkoordinasi,
terukur) dalam pencegahan dan penanggulangan paham radikal.

ll. Ruang Lingkup

1. Pencegahan paham radikal dan intoleran.
2. Deteksi dini dan pelaporan potensi konflik sosial.
3. Penanganan dini terhadap isu radikalisme di masyarakat.

P
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4. Koordinasi lintas sektor (FKDM, FKUB, BINDA, POLRES, KODIM, tokoh
masyarakat, media, dan lembaga pendidikan)

IV. Pelaksana / Penanggung Jawab

1. Kesbangpol (Koordinator): Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan
SIGAP TERPADU.

2. FKDM: Melakukan deteksi dini dan penyampaian laporan kewaspadaan.

3. FKUB: Membangun dialog lintas agama dan menjaga kerukunan umat.

4. TNI/POLRI: Menindaklanjuti temuan lapangan dan menjaga keamanan.

5. BINDA: Menyampaikan hasil inteljen strategis.

6. Akademisi/LSM/Ormas: Memberi masukan dan hasil kajian sosial.

7. Media dan Dunia Usaha: Publikasi, edukasi, dan dukungan sumber daya
sosial ekonomi

V. Prosedur Pelaksanaan

1. Tahap Deteksi Dini : FKDM/FKUB menerima informasi masyarakat atau
temuan lapangan dan mencatatnya dalam Form SIGAP-01

2. Tahap Analisis dan Validasi: Kesbangpol bersama unsur terkait
melakukan rapat cepat (Quick Meeting) untuk verifikasi

3. Tahap Koordinasi dan Rekomendasi: Hasil analisis dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Koordinasi SIGAP (Form SIGAP-02)

4. Tahap Tindakan Lapangan: Penanganan oleh TNIPOLRI didampingi
Kesbangpol dan FKUB dengan pendekatan humanis.

5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi: Hasi kegiatan disusun dalam Form
SIGAP-03 dan dilakukan evaluasi bulanan

VI. Output / Hasil Akhir

1. Laporan SIGAP TERPADU bulananfriwulan.
2. Basis data kewaspadaan dini daerah,

3. Tindakan pencegahan dan rekomendasi kebijakan.

4. Penurunan tingkat potensi radikalisme dan konfik sosial.

VI Indikator Kinerja

1. Jumlah laporan dini yang tertangani = 90%

2. Waktu respon Iaporan ke tindakan < 24 jam.

3. Jumlah koordinasi lintas sektor per bulan 2 2 kali,

4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat 2 85%.

@ Dipindai dengan CamScanner
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VIIl. Penutup

. ISOP ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur pelaksana dalam
penyel ?nggaraan SIGAP TERPADU Anti Radikalisasi di Kabupaten
Kepahiang.

Peléksanaannya bersifat adaptif dan dapat disempurnakan sesuai dinamika
sosial serta kebijakan pemerintah daerah.

- Kepahiang, 25 Agustus 2025
-Kepala Badan,

- ‘Pembina TK. 1/1V.b
NIP. 19810715 200604 1 004

Dipindai dengan CamScanner
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FORMULIR SIGAP TERPADU — ANTI
RADIKALISASI

Program SIGAP TERPADU - Sistem Informasi dan
Gerak Cepat Deteksi Dini Kolaboratif.

Tema: Pencegahan dan Penanganan Dini Paham
Radikalisme.

Data ni bersifat rahasla dan hanya digunakan untuk
kepentingan deteksi dini oleh Kesbangpol.

Kebangpapiangmat com Gy i P

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan
Akun Google Anda akan direkam saat Anda
mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib disi

Nama pelpor +

prem—

[rm—

Normor Hervhatsagp *

Jangan pernah mengirimkan sandi melalul Google Formuli,

Google Formuic
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